
Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan 
pemerintahan daerah yang berhasil guna, berdaya 
guna, bersih dan bertanggung jawab serta mencapai 
misi dan tajuan organisasi. perlu adanya peningl<atan 
kinerja aparatur pemerintahan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sambas; 

b, bahwa untuk mewajudkan ha! sebaga.imana dimaksud 
pada huruf a, pertu perbaikan sikap dan pcrilaku serta 
pole pikir aparatur melalui pengembangan nilai-nilal 
budaya kcrja; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagalmana 
dimaksud pada huruJ a dan huruf b, maka perlu 
menctapkan Penuuran Bupati tentang Pengembangan 
Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungao 
Pemerintah Kabupaten Sambas; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pcmbentukan Daerah Tingl<at II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Scbagal Undang­ 
Undang (Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahao Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeleaggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepot:isme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RJ Tahun 2007 
Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 
4700); 

Menimbang 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SAMBAS, 

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

PERATURAN BUPA11 SAMBAS 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

BUPATI SAMBAS 



MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANO PENOEMBANOAN 
BUDAYA KERJA APARATUR SIPlL NEOARA DI 
LINOKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS. 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 50381; 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 54941; 

6. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Orand Design Refonnasi Birokrasi 20 IO - 2025; 

8. Peraturan Menteri Negara Penda.yagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/01/M.PAN/01 /2007 tenlang 
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Buda.ya 
Ke,ja Pada lnatanai Pemerlntah; 

9. Peraturan Menteri Negara Penda.yagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen 
Perubahan; 

10. Peraturan Menteri Negara Penda.yagunaan Aparatur 
Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengembangan Bud11Ja Ke,ja ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan 
Tata Ke,ja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 
Nomor9); 

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 441; 

Menetapkan 



I . Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Dacrah. 
3. Bupati adalah Bupati Sambas. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Sekretariat Daerah, Sckretariat DPRD, lnspektorat, Dinas, Badan, Kantor, 
Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. 

6. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari 
atas nilai-nilai yang diyaldni kebenarannya dan telah menjadi sifat serta 
kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekcrjaan sehari-hari. 

7. Nilai-nilai organiBOsi adalah pilihan nilai·nilai moral dan sosial yang 
discpakati dan dianggap baik/positif sena relevan untuk dijadikan pedoman 
dan dipegang teguh dalam melaksanakan tugas penyclcnggaraan organisasi 
pemcrintahan dan pelayanan kepada masya.rakar. 

8. Scmangat adalah ekspresi mental dan perilaku merasa scnang, bergairah 
dan bahagia dapat menyelesaikan pekerjaan dcngan cepat dan memuaskan. 

9. tntegrttas adalah kcsesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang 
diperbuat, berkata dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpcgang teguh 
dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral dan etika. 

10.0otong Royong adalah scbuah keyakinan mengenai pentingnya mclakukan 
kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang 
dikerjakan dapat berjalan cepat, efcktif dan cfiaicn. 

11.Akuntabel adalah bahwa sctiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dapat dipenanggungjawabkan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Profesional adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

14.Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur 
melaksanakan n.i.lai budaya kerja. 

15.lntemalisasi adalah proses pcnanaman nilai yang terkandung di dalarn 
budaya kerja di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. 

16. lnstitusionalisasi adalah penerapan nilai dasar budaya kerja pada seluruh 
unsu r yang ada pada suaru organisasi. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

BAB I 
KETENnJAN UMUM 

PasaJ I 



(2) Pada setiap pertemuan resmi Pemerintah Oaerah. dibudayakan 
penggunaan salam Budaya Kerja. 

Pasal 5 
(J) Salam Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Sambas adalah: 

KABUPATEN SAMBAS! 
SJGAPI 

BABIV 

MOITO DAN SALAM BUDAYA KER.IA 
Pasal 4 

Motto Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Sambas adalab ASN SAMBAS 
SE:LALU SIOAP (Semangat, Bcrintegritas, Bergotong Royong, Akunta bel dan 
Profesional). 

(2) Nilai Budaya Kerja Pemerintah Kabupatcn Sambas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I) adalah Semangat, lntegritas, Ootong Royong, Akuntabel dan 
Profesional yang disingkat menjadi SIGAP. 

(3) lndikator perilaku nilai budaya kerja sebagllimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Peraturan Bupati ini. 

{ 11 Sctiap pelaksanaan tuglls pokok dan fungsi atau proses kerja aparatur 
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas wajib 
mencrapkan nilal budaya kcrja yang pelaksanaannya diukur dari indikator 
perilaku yang telah ditotapkan. 

BAB Ill 
Nil.Al BUOAYA KERJA 

Pa&al 3 

(2) Tujuan ditctapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
kincrja aparatur melalui perubahan sikap, perilaku dan pola pikir melalui 
nilai budaya kerja. 

(J) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dasar 
bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas 
dalam rnelaksanakan budaya kerja. 

BABII 
MAKSUD DAN 1'.JJUAN 

Pasal2 

J 7.1'im Pengembangan Budaya Kerja yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim 
yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka 
pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. 

18.Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah kelompok 
yang dibentuk pada setiap SKPD untuk mempercepat proses sosialisasi, 
internalisaai dan institusionalisasi niJai dalam mengembanglmn budaya 
kerja. 



( l) Dalam rangka meningkatkan efektivitas implcmentasi nilai budaya kerja 
dilakukan monitoring dan evaluasi. 

(2) Monitoring dan evaluasi scbagaimana dimakaud pada ayat (I) dilakukan olch 
Tim Reformasi Birokrasi pada Kelompok Kerja Manajemen Peru.bahan. 

(3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi <lilaporkan kepada Bupati. 

BABVI 
MONITORJNO, EVALUASI OAN PELN'OAAN 

Pasal 10 

{l) KBK dibentuk pada setiap SKPO yang ditctapkan dengan Keputusan Kepala 
SKPD. 

(2) KBK membantu proses aosialisasi, intcmalisasi dan institusionalisasi nilai· 
nilal budaya kcrja di llngkungan SKPO. 

(3) KBK menyusun: 
a. nilai budaya SKPO yang mengacu pada nilai Budaya Kerja Kabupaten; 

dan 
b. program/rencana kerja Pengcmbangan Budaya Kerja pada SKPO per 

tahun. 

Pasal 9 

BABV 
KELOMPOK BUDAYA KERJA 

Dalarn rangka sosialisasi, intemalisasi dan institu&ionalisasi, Tim menyusun 
Program/Rcncana Budaya Kcrja Kabupe.tcn Sambas per tahun. 

Pasal 8 

(2) Sosialisasi, intemalisasi dan institusionalisasi nilai budaya kerja kepada 
setiap aparatur pada setiap SKPD menjadi tanggung jawab Kepala SKPD 
masing-masing. 

( I) Soaialisasi nilai budaya kcrja kcpada scluruh SKPD dilaksanakan oleh Tim 
Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupatcn Sambas. 

Pasal 7 

Sosialisaai, intemalisasi dan institusionalisa.si nilai budaya kerja dilakukan 
secara terus menerus kepada aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas 

BABV 

SOS!ALISASl, INTERNALISASI DAN INSTITUSIONALISASI 

PasaJ 6 



MARIANIS, SH, MH 
Pembina (IV /a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 

KEP LA BAOIAN HUKIJM 
DAN P UNDANO· GAN, 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

JAMIAT AKADOL. 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 2 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 9 Februari 2016 

JUUARTJ DJUHARDI ALWl 

TTD 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 9 Februari 2016 

BUPATl SAMBAS, 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sambas. 

Pasal 11 

BAB VD 
KETENTUAN PENUTUP 



Disamping manfaat di atas, masih ban yak Jagi manfaat yang mun cu I 
seperti kepuasan kerja meningkat, pengawasan fungsional berkurang, 
pemborosan akan teratasi, ingin belajar dan berprestasi terus menerus dan 
lain sebagainya. 

Perubahan lingkungan intcmal maupun eksternal menuntut organisasi 
pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan di Kabupaten Sambas 
melakukan proses transformasi untuk menjadi organisasi yang mampu 
memberikan pelayanan kcpada masyarakat secara lcbih berkualitas. 

Keberhasilan transformasi organisasi memcrlukan konsistensi, 
minimalisasi konnik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang 
jclas bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu dalam rangka mendukung 
ccreapainya t4iuan organisasi serta runcutan profesionalisme dan pelayanan 
yang prima, maka pertu adanya budaya organisasi. 

Budaya organisasi mcrupaka.n tata nilal dan kcrangka kcrja yang 
menjadi pedoman tingkah laku sehari-hart, pedornan dalam membuac 
keputusan. serta mcngarahkan tindakan anggota organisasi untuk mencapai 
tujuan organisasi. Budaya organisaai yang ideal harus sejalan dengan 
tlndakan·tlndakan organisasi, mulal dari kepemimpinan, perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengcndalian hingga pertanggungjawaban 
dalam pelaksanaan cugas. Kcberhasilan sebuah organisasi dalam mcncapai 
visi dan rnisinya salah satunya sangat ditentukan oleh kuat lemahnya budaya 
organisasi yang dimiliki dan dilakukan olch organisaai tersebut. 

Untuk meningkatkan budaya organisasi dalam w4iud pemerintahan 
yang balk (good gouoeman«J diperlukan peningkatan kincrja aparatur 
pernerintahan mclalui program budaya kcrja dcngan mcngga!J nllal-nilai 
untuk diolah agar mcnjadi perilaku manajemcn yang pada saatnya nanti 
akan menjadi kebiasaan dan kcyakinan untuk bekerja lcbih balk dan 
menghasilkan mutu yang diharapkan scrta sekaligus mcmbangun Sumber 
Daya Manusia (SOM) yang berkualitas. 

Mcmperkenalkan budaya kerja dalam administrasi pemerintaban 
mempunyal arti yang sangat penting, yaltu turut merubah perilaku aparat 
pemerintah dalrun upaya mcncapai produktifitas kerja yang lebih tinggi, 
untuk menopang kcccpatan laju pembangunan dengan wujud kcglatan 
antara Jain berupa: 
a. rnenjamin hasil kerja dengan kualitas balk; 
b membuka seluruh komunikasi, cepat menemukan kesalahan dan 

memperbaikinya; 
c. cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar; dan 
d. dapat meminimalkan data dan informasi yang keliru atau palsu, 

A. PEIWAHULUAII 

PEXGEKBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL Nl!lGARA 
DILINGKUXGAII' PEMERIIITAB KABUPATEII SAIIBAS 

L~'l Pf!.RA.n.JR.a\N BUPATI SAMBAS 
NOMOR 2 TAHU!< 2016 
TANG(W.. 9 Fd>ruari 2016 
TEHTANG PEMGEMBANGAN BUOAYA K&RJA 

APARATUR SIP!L NEGARA 01 LINOKUNGAN 
P£MERlh"TAH KABUP/.T&N SA.\.fBAS 



Berclasarkan visi misi Pemerintah Kabupaten Sambas dan sejalan 
dcngan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang telah dicanangkan oleh 
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muh.Jusuf Kalla, maka nilai-nllai 
budaya kerja yang akan dikembangkan olch Pemerintah Kabupaten Sambas 
ada 5 (lima) nilai yang disingkat dengan asJOAP". 

Nilai organisasi harus didasarkan pada praktek yang dikenal dan dapat 
dilaksanakan setiap pegawai. Nilai tersebut harus berakar pada apa yang 
sesunggubJlya berlaku dalam organiaasi dari hari ke hari untu k menjadi lebih 
baik. Referensi nilai diturunkan dari visi dan misi organisasi, tugas pokok dan 
fungsi organisasi, diperkaya dcngan peraturan perundang-undangan, dan lain 
sebagainya. 

1. PERUMUSAJl NILAl 

Budaya kerja adalah falsafah yang didasari oleh pandangan hidup 
sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, 
membudaya dalam kehidupan suatu kelompok maayarakat atau organisasi, 
kernudian tercermin dari sikap menjadi prilaku, kepercayaan, ctta-cua, 
pendapat don tindakan yang terwujud dalam •kerja• atau "bekeria" 

Pada prinsipnya, pengembangan budaya kerja merupakan proses yang 
panjang, harus dilakukan terus menerus dengan strategi yang tepat dan 
kenslsten. Pengembangan budaya kerja dilakukan melalui 3 (liga) tahap, 
yaitu: 
l. Perumusan nilai; 
2, lmplementasi nilai Budaya Kerja; dan 
3, Monitoring. evaluasi dan pelaporan Pengembangan Budaya Kcrja, 

B. NILAl BUDAYA KERJA DI LIKGKUlfGAJl PEIIIERil'fTAH KABUPATEN 
SAMBAS 

Adapun tujuan budaya kerja agar pola kerja aparatur pemerintahan 
mengalami perubahan yaitu cara kerja yang sesuai dengan nilai budaya kerja 
untuk mencapai produktivitas dan kualitas kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi, Oalam pelaksanaan budaya kerja, komiunen seorang pemimpin 
sangat penting menjadi pelopor dan pendorong semangat kepada bawahannya 
unruk bekerja lebih baik dengan sistem yang lebih baik. Oleh karena nu, 
diperlukan langkah kegialan untuk mencari nilaJ baru yang sepatutnya 
dimiliki oleh pimpinan, unruk dapat mempengaruhi bawahannya agar 
mampu berubah menuju manajemen modem guna menghadapi tantangan 
masadepan 



3. Gotong Royong artinya dalam melaksanakan tugas mengutamakan 
kebersamaan, sukarela [tanpa pamrihJ, tanggungjawab, dan adil (tidak 
dJskriminatil) serta memelihara persatuan dan kesatuan. 
lndikator perilaku Uta.ma nilai gotong royong, antara lain: 
a. Berkolaborasi dengan rekan kerja; 
b. Memiliki solidaritas yang tinggi; dan 
c. Bcrorientasi pada kepentingan umum. 

2. lntegritas artinya setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, 
jujur, disiplin, penuh pengabdian, dapat dipercaya, dan berpegang teguh 
dengan prinsip-prinsip kebenamn, moral dan etika. 
lndikator perilaku utama nilai integritas antara lain: 
a. Bckerja dengan berpegang teguh pada ajaran age.ma/ relegius, etika dan 

nilai-nilai organisasi yang berlalcu; 
b. Oisiplin, konsisten, jujur dan dapat dipel'Cl\)'a; 
c. Bekerja secara objeklif; 
d, Berpikiran positif, arif dan bijak,sana dalam mclaksanakan tugas dan 

fungsi; dan 
e, Menjadi teladan dan panutan bagi orang lain. 

Semangat artinya dalam pelaksanaan tugae selalu berorientasi pada haslt 
terbalk, semangat tinggi dalam bersaing, optimis dan selalu mencari cara­ 
cara yang produktif dan inovatif. 
lndikator perilaku utama nilai semanpt antara lain: 
a. Melakukan pekerjaan dengan perasaan senang; 
b. Bekerja dengan motivasi tinggi; 
c. Bekerja pantang menyerah; 
d. Responsif terhadap pekerjaan; dan 
e, Menumbuhkan inovasi kerja. 

Nilai-nilai budaya kerja tersebut selanjutnya dijabarkan de.lam 
indikator- indikator perilaku aparatur yang harus dimilild sebagai berikut: 

e. P • PROFESIONAL 

d, A = AKUNTABEL 

c. 0 = GOTONO ROYONO 

b. I • INTEORITAS 

a. S = SEMANOAT 

Nilai budaya kerja SIGAP ini merupakan akronim dari beberapa nilai, 
yaitu: 



Setelah nilai yang ingin dibcntuk atau ditanamkan telah diturunkan 
menjadi perilaku utama sehigg.a lebih mudah untuk dikenali, diamati dan 
diukur. Untuk mengukur atau mengetahui seberapa jauh nilai itu 
diterapkan atau seberapa jauh budaya kerja itu sudah terbentuk, make 
dilakukan pengukuran perilaku yang ditampilkan. 

lndikator perilaku uuuna nilai profesional antara lain: 
a. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi; 
b. Memegang teguh kode ccik profesi; 
c, Memiliki tanggung jawab profesi; dan 
d. Memiliki jiwa pengabdian kcpada masyarakat. 

melaksanakan tugas pekerjaan selalu 
dan tumas sesua.i dengan kompetensi/ 

5. Profesional artinya dalam 
rnenyelesaikan secars baik 
kcahlian. 

4. Akuntabel artinya bahwa setiap kegiatan maupun basil akhir dari kegiatan 
pegawa.i ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
lndikator perilaku utama nilai akuntabcl antara lain: 
a. Mampu mempertanggung jawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

meajadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah; 
b. Menjaga kewibawaan dan nama ba.ik pemerintah; dan 
c. Mengoptimalkan ki.nerja dengan prinsip tata kelola yang bersih, 



No Nilal Perflaku Utama I Perilaku yang diu,mpillcan 
1 2 3 4 
I. Semangat a. Melakukan pekerjaan a. Bcrpcnampilan menarik dan energik 

dengan perasaan scnang b. Bersungguh-sungguh metaksanakan 
oekeri -- 

b. Bekerja dengan motivasi a. Cepa.t menyelesailcan pekerjaan 
tin•Pi b. Bc.kcria menzede n mutu 

c. Bekerja pAntang a. Sinp menerima berbagai iugas 
mcnycrah; b. Optimis dapat mcnyclesaikan wgas 

c. Demni menghadap! AnC'.AmAn dan 
tckanan 

d. Responsif terbadap a. Bckerja tldak menunggu perimah 
pekerjaan; b. Bekcrja sesuat runtutan keadaan 

c. Cep,u tangg11p dolam menghadapi 
be . masalah 

e. Menumbuhkan inovasi Krea1if dan inov11tif dalam bckcrja 
kerja 

2. ln1cgritas a, Dckerja dengan berpegang a. Bersih dari perilnku KKN 
tcguh pAda ll)anln b, Melaksanakan kewojiban StbAgAI 
agAlma/ rcligius, clilm dan umat berngamn 
nilai nilai organisasl yang e. Mcnltlati persturan perundong· 
bcriaku undangan yang berlaku 

b, Dislplln, konsistcn. Jujur 
. 

a, Mento.ad peraruran jom kerja 
dan (lepa.1 dipcrcaya b, Dapat mcmcnuhi target aasarao 

kcrja yang tclah ditcntuka.n 
~ Berani m~talcan bcnar atau sa.lah 

c, Bekerjl, secara objckllf a. Mampu meneni ulca.n ska.la priOritas 
b. Mcmbcrikan solusi terhadap 

masalah vana dihadaoi 
d. Berpikiran positif. ari! clan a. Bcrsilcap sabar, lkh.llls, dan saliug 

bijak&wa dalam mcm.otivasi dalam metaksanakan 
mclakMnnluw tugns dan tugas 
fungsl b. Mcmberilcan kesempatan yang sams 

(lldak diskrlminatin- 
e. Mcnjadi tcladan den a. Berperllaku balk, ramah, sopan clan 

panutan bagi orang lain adil dalam memberikan pclaya.nan. 
b, Mclakukan pekerjoan dengan balk 

mulai deli diri sendlri 
3. Ootong a. Bcrkolaborrusidengan •• KomWllkatif dcngon rekan kerjo 

Royong rckan kcrja b. Mengutamakan kcpcntingao 
organisa.si 

~. Benanggunl( jawab tcrhodap 
pencapajan Lttjuan organisasi 

l. Bckcrjasama dalam tim kerja 
e. Aktif membcrdayakan diri sendiri 

datam tim 
b. Memiltlri solida.ritas yang a. Empati I peduli kepada kcluargo I 

tinggi pcga.wai yang mengalami musibah 
b. Tenggang rasa / menghormati orang 

lain 
c. Kompak dan rukun antar sesama 

Berikut perilaku yang ditampilkan dari niJai budaya Pemerintah Kabupaten 
Sambas: 



No Nilai r,,cilaku Utama Perilalru yang ditampilkan 

I 2 3 4 
c. Bcroricntasi peda a. Peka terhadap Ungkungan sekitar 

kepentingan umum b. Mcngutamakao kepcntingan umum 

4. Akuntabcl a. Mampu mempen.anggung a. Konsisten dan komitmen 
jawabkan scgala a.ktivitas menyampaikao sctiap kegiatan dan 
dan keglatan yang has,1 kerja kcpada atasan dan 
menjadi tanggung masyarakat 
jawabnya b. Menyampalkan informasi yang 

reievan scsuai aturan vane berlaku 
b. Menjagn kCMbawaan dan Selalu membnngun kcpercayaao (!rust 

nama bruk P<,m•-rintah buildin!ll dan kcjujumn dalam 
melaksanakan WOA!';i 

c. Mengoptimalkan kinerja a. Mengutamakan pcncapaian basil 
dengan prinsip tata kclola b. Selalu bcrusaha meningkatkan 
yang bcnih kinerja 

s. Profesional a. Mcmiliki kcmampuan dan a. Selalu berusahn mcncapai hnsil 
pengetahuan yang tinggi kcrja tcrboik 

b. Memillkl kcsungguhan dnn ketellttnn 
kcrja 

c, Memibld kcsadaran untuk 
mcngcmbongkan kemampuan secara 
mandiri 

b. Memegang tegub kode etllc a. Memellham dan mcningka1JcaJ1 citro 
proresl proreoi 

b. Bckcrja scsual wewcnang dan 
tan••un•••wabnva 

c. Memiliki tanggungjawab a. Tckun, ulet dan glgih untuk 
prorest membuat sesuatu yang lebih baik 

b, Bckccja dcngan penuh tanggung 
uowab 

d. Mcmiliki jiwa pengabdlan a. Men8Ulamllkan kepenungan 
kepada mnsyarakat masyamknl, bangsa dan negnru 

diatas kcpentingan 
pribodi/golongan. 

b. Mcmberiknn pellzyanan kepada 
masyantkat tanpa mengbarapkM 
imbalan (pamrihl. 



3) Diskusi. 

Oiskusi adalah pembahasan tema/masa.lah tertentu yang dilakukan oteh 
sekelompok orang, lcbih bersifat arus informasi dua arah antara 
pemrasaran dengan peserta diskusi. Diskusi sebenamya hampir sama 
dengan PKS, hanya bentuknya biasa lebih besar dan pada PKS. Seperti 
halnya pada PKS, materi diskusi juga dapat mengambil tema/masalah 
budaya kerja tertentu yang dianggap penting. Oiskusi dapat 
diselenggarakan dengan narasumber tunggal atau diskusi panel, dan 
narasurnber dapat berasal dari dalam kantor sendiri atau dari luar 
kantor. 

1) Ceramah. 

Cemmah adalah kegiatan penyampaian atau pcnjelasan tentang 
informasi tenentu, dimana informasi yang disampaikan bersifat saru 
arah, yaitu dan penceramah kepada peserra. Materi ceramah biasanya 
berlsi nllai-nllai yang masih bersifat umum, misalnya oeramah agama, 
ceramah etika sosial, eeramah budaya organisasi dan sejenisnya. 
Penceramah blsa berasa.l dan dalam kantor sendiri atau dari Iuar kantor, 
Dalam rangka pengembangan budaya kerja, maka tema-tema ceramah 
yang diinginkan dapat dipesankan kepada penoeramah yang 
bersangkutan. 

2) Pelntihan di Kantor Sendiri (PKS). 

PKS adalah pclatihan di kantor eendiri yang dieelenggarakan dari pcgawai 
untuk pegawai sendiri. PKS biasanya dilakukan dengan kelompok· 
ketompok kecil, waktunya pendek dan dapat dilakukan sesering 
mungkin. Materi PKS budaya ke.rja dapat memba.has tema-terna kecil 
tertentu sesuai dengan waktunya, misalnya membahas nilai-nilai dasar 
budaya kerja tertentu seperti nilai tanggung jawab, nilai integritaa, nilai 
profesionallsme, atau yang lainnya. 
Materi PKS juga dapat diamhkan untuk membahas masalah-masalah 
yang muncul di sekitar kantor kita, PKS dapat diberikan baik oleh pejabat 
struktural, fungsional, KBK ntau pegawai lain yang diangga.p mampu. 

Sosialisasi adalah kegiatan untuk menyampaikan dan menjelaskan 
mengenai nilai dasar budaya kerja, baik tentang filosofi, makna, tujuan, 
fungsi dan bagaimana seharusnya berperilaku sesuai dengan nilai dasar 
budaya kerja. Sosialisasi dilakukan dengan rujuan agar nilai dasar budaya 
kerja diketahui dan dipahami oleh para apararur pemerintah. Beberapa cara 
atau media yang dapat digunakan unruk melakukan sosialisasi antam lain 
dalam bentuk ceramah, pelatihan di kantor sendiri (PKS), diskusi, workshop, 
pendidikan dan pclatihan (diklal), dan lain sebagainya. 

Implementasi atau penerapan nilai budaya kerja dilakukan melalui 
sosiallsaai, internalisasi dan institusionalisasi. Implementasi nilai budaya 
kerja pada SKPO dilakukan oleh Kelompok Budaya Kerja. 

a. SOSIAL!SASI 

2. IMPLEMENTASI lfiLAJ BUDAYA KERJA 



b. lNTERNALISASI 
lntemalisasi adalah kegiatan unruk menanamkan nilai-nilai daaar 

budaya kerja ke dalam jiwa setiap individu pegawai. Sasaran dari 
internalisasi adalah nilai dasar budaya kerja yang disampaikan dapat 
merasuk dalam jiwa setiap individu pegawai. Penjiwaan nilai dasar budaya 
kerja tersebut akan tercennin dari sikap dan perilaku para pegawa.i dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. 
Beberapa cara atau media yang dapat digunakan untuk melakukan 
intemalisasi nilai budaya kerja bagi aparatur pernerintah, anta.ra lain dapat 
dilakukan dalam beatuk mind setting, outbond, workshop, atau cara yang 
lainnya. 

Kurikulum tcntang budaya kcrja tersebut hendaknya dapnt dimasukkan 
baik untuk Diktat Kcpemimpinan mnupun Diktat Teknis. 

6) Sosialisasi Melalui Media Massa. 
Mel.alui media masa seperti media cetak, elektronik maupun 
irttemet/ website dapat men90flialisasikan/ menyampaikan kepada 
masyarakat bahwa lnstansi Pemenntah telah melaksanakan 
pengembangan budaya kerja pegawai. Sosialisasi tersebut dimaksudkan 
untuk menunjukkan bahwa aparatur pemerintah telah melaksanakan 
penerapan dan pengembanga.n nilai budaya kerja, sebingga. dapat 
menjadi percontohan bagi instansi pemerintah atau SKPD lainnya. 

4) Workshop. 
Workshop adalah suatu lokakaJya yang isinya tidak hanya membahas 
masalah/informasi tertentu saja, ietapr disertai dengan latihao-latihan 
at:au simulasi dengao tujuan agar para peserta dapat cepat memahami 
masalah yang disampaikan. Sosialisasi budaya kerja dengan cara 
workshop hasilnya bisa lebih efektif dibandingkan dengan cara yang 
lainnya. Dengan cara workshop diha.rapkan para pegawai dapat dengan 
cepat memahami dan menghayati nilai dasar budaya kerja, selanjutnya 
mereka mampu menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari, 

5) Pendidikan dan Pelatihan. 

Pendidikan dan Pelatihan adalah kegjat:an pendidikan dan pelatihan yang 
diselenggarakan secara resmi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 
Pendidikan dan Pelatihan merupakan saJah satu sarans yang baik untuk 
mensosialisasikan nilai dasar budaya kerja, karena materi yang diberikan 
bisa lebih lengkap dibandingkan dengan cara lain. Kurikulum untuk 
sosialisasi budaya kerja tersebut bisa mcncakup: 
a. Nilai-nilai dasar budaya kcrja; 
b. Metode penerapan nilai dasar budaya kerja; 
c. Perubahan sikap dan perilaku; 
d. Pengembangan kreativitas individu dan kclompok; 
e. Teknik-teknik pemecahan masalah, dan lain-lain. 



Oalam proses sosiallsasi, lntemalisasi dan lnstitusionalisasi nilai dasar 
budaya kerja aparatur pemerlntab pada sctiap unit kerja, diperlukan 
peranan KBK. KBK adalah kelompok kerja yang dibentuk secara khusus 
untuk membantu Pimpinan SKPD dalam hal penerapan dan peagembangan 
budaya kerja aparatur pemerintab di lingkungannya. 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya 
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, maka dibentu.k KBK 
pada seluruh SK.PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. 

d. KELOMPOK BUDAYA KERJA 

lnstitusionalisasi adalab penerapan nilai dasar budaya kerja pada 
seluruh unsur yang ada pada suatu organisasi. Sasaran dari 
institusionalisasi yaitu babwa nilai dasar budaya kerja telah melembaga atau 
membudaya dalam suatu organisasi (corporate culture). I nstitusionalisasi 
budaya kerja akan terwujud a.pabi.la semua peraturan, kebijakan, sistem dan 
prosedur kerja suatu organisasi (instansi/unit kerja) tetah mencerminkan 
scmua nilai dosar budaya kerja, 

Untuk melakukan institusionalisasi nilai dasar budaya kerja, setiap 
SKPO harus melibatkan dan menggerakkan semua unit-unit di bawahnya 
sampai unit yang terkecil. Unit terkecil tersebut termasuk didalamnya adalah 
kelompok-kelompok jabatan fungsional. Dengan demikian seuap unit 
organlsasi sampai unit-unit yang rerkeeil semuanya mempunyai kewajlban 
dan tanggu ng jawab untuk meninglcatkan kincrjanya. Perbaikan kinerja 
tersebu. dllakukan dengan cara memperbaiki siatem, prosedur maupun 
teknik kerja sesuai dengan nilai dasar budaya kerja. Selanjutnya semua 
sistem, prosedur dan teknik kerja yang telah ditetapkan harus menjadi 
komitmen bagi semua pegawai yang ada pada unit organisasi bersangkutan. 
Apabila nilai dasar budaya kcrja telah diterapkan di setiap unit organisasi, 
maka secara otomatis nilai dasar budaya kerja telah diterapkan pada seluruh 
unsur organisasL Apabila bal ini tercapai berarti organisasi bersangkutan 
telah mencapai institusionalisasi nilai dasar budaya kerja. 

c. INSTITUSIONALISASI 

Proses intemalisasi nilai dasar budaya kcrja hasilnya akan lebih efektif 
apabila praktiknya di lapangan ada contoh dan keteladanan dari pimpinan. 
Yang climaksud dengan pimpinan adalab pimpinan pada semua level 
organisasi, mulai dari pejabat yang paling atas sampai yang paling bawah. 
Secara normatif pengembangan budaya kerja memang merupakan kewajiban 
semua pegawai, tetapi tanggungjawabnya ada pada pimpinan. Oleh karena itu 
adanya komitmen dan keceladanan pimpinan dalarn menerapkan nilai-nilai 
dasar budaya kerja sangat diperlukan. 



Untuk Sckretariat Daerah, Ketua Kclompok Buda.ya Kerja adaJah 
Sekretaris Daerah, Sekretaris adalah Asisten Administrasi Umum dan 
Aparatur dan Anggota adalah seluruh Asiaten, Kcpala Bagian, Kepala Sub 
Bagfan dan JFU dan JFT yang ditunjuk. 

Dalam struktur KBK, Kctua dan Sekrctaris merangkap sebagai anggota. 
Keseluruhan anggota KBK adalah orang yang mempuyai sifat persuasif, 
komunikatif, akomodatif, dcmokratis dan dapat menjadi teladan dalam 
penerapan nilai-nilai dasar budaya kcrja. 

Agar organlsasl KBK dapat mendukung pela.ksanaan tugas pokok dan 
fungsi serta mewajudkan tercapainya visi dan misi organiaasi, perlu 
ditetapkan tugas KBK, antnra lain sebagai berikut 

a. Melakukan pengkajian dan analisis kegiatan SKPD atau Unit Kerja. 
b. Menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran pada SKPD 

atau Unit Kerja. 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan SKPD a tau Unit 

Kerja. 

Selain tugas tersebut diatas, tugas penting lainnya adalah ikut 
memecahkan masalab budaya kerja yang ada pada masing-masing SKPD. 
Dalam rangka pemecahan masalah KBK perlu melakukan berbagai aktivitas 
sepert mengidentifikasi, menginventarisasi dan membuat prioritas masalah, 
mencari penyebab masalah, membuat recana tindakan (action plan), 
melaksanakan rencana t.indakan, mengevaJuasi basil pelaksanaan kegiatan 
dan menyusun koreksi unruk penycmpumaan yang diperlukan. 

No. Nama Jabatan Kedudukan Uraian Togas 
dalam KBK 

1. Kepala SKPD Ketua Mcmbcriktul petunjuk dan 
amhM dalam mngka 
pclaksanaan teknls kegla1an 
Kclom=k Buclavo Keria 

2. Sekretaris SKPO/Kcpa]a Sclcn:toris Mcminipi.n pelaksMu1a,n 
Bagian Tata Usaha/ Kcpala tcknis kcginton Kclompok 
Sub Baglan Tata Usaha/ Budnyo Kcrjo 
Sckrctoris Carnal 

3. Scluruh Kcpala Bidong/ Anggota Mclaksanakan kcgia1nn 
Kepola Bagian/ Kepnla Kclompok Budaya Kerja 
Sekel/ Kcpala Sub Bagian/ 
KcnAla _ljub Bldan• 

4. Jooo1.an Pungslonal Umum Anggoto Mclaksanakan kegiatan 
dan Jabotan Fulljlsional Kclompok Budaya Kcrja 
Tertentu yang potcnslal 
sesuot kebutuhan 

Agar struktur organisasi KBK SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupacen Sambas dapat berjalan cfektif, maka susunan keanggotaan KBK 
tersebut mengikuti arur jenjang jabatan struktural. Hal ini mengingat salah 
satu prinsip penerapan budaya kerja di lingkungan aparatur negara adalah 
mengikuti mekanisme kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan 
kepegawaian yang berla.ku pada instansi pemerintah. 

Kelompok Budaya Kerja ditctapkan dcngan Keputusan Kepala SKPD 
dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut: 



Monitoring dan cvaluaai dilakukan unruk melihat seberapa besar kemajuan 
dari proses pengembangan budaya kerja. Pada tingkat SKPD, pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sebagal berikut: 

a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya 
satu bulan sekali; 

b. Survey rutin, khusus terlcait dengiu, bidang wgas atau pelayanan yang 
dJlakaanakan oleh masJng-maaing SKPO yang dllakukan paling sedikit 
setahun sekali; 

c. Penghargaan kepada pegawai yang menjadi teladan dalam penerapan 
Sudaya Kcrja SKPD; 

d. Pengukuran target yang tclah ditetapkan; dan 
e. Laporan kemajuan pelakeanaan kegiatan budaya kerja. 

Pada tingkat Kabupaten, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan 
sebagai berikut: 

a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim 
Pengembangan Budaya Ke:rja setidaknya tiga bulan sekali; 

b. Survey rutin, kbusus terkait dengan penerapan budaya kerja oleh 
SKPD. Sctidaknya survey dilakukan setahun sekali; 

c. Pengukuran target yang telah ditetapkan; 
d. Kompetisi an tar kelompok budaya kerja untuk topik nilai tertentu; 
e. Pemberian penghargaan kepada KBK SKPD; 
f. Laporan kemajuan penerapan budaya kerja. 

1. Monltorlnc dan Evaluaal 

C. MONITORING, EVALUASI DAil PELAPORAJII PEIIGEIIBAR'GAN BUDAYA 
KERJA 

Oalam menjalankan tugas-tugas tersebut KBK harus selalu 
berkonaultast dengan Pimpinan SKPD selaku penanggungjawab penerapan 
dan pengembangan nilai budaya kerja di lingkungannya. Terutama dalam hal 
penentuan penyebab masalah dan pembuatan rencana tindak, KBK harus 
meminta arahan dan persetujuan Pimpinan SKPD. Rencana tindakan yang 
telah ditetapkan akan menjadi kegiatan yang termuat dalam rencana kerja 
budaya kerja pada SKPO yang bersangkutan. 

Rencana tindakan yang dibuat oleh KBK dengan persetujuan 
Pimpinan SKPD dirancang seeara menyeluruh, yaitu mencakup nJlai daser 
budaya kerja apa saja yang perlu dibenahl, peraruran, sistem, prosedur dan 
teknlk kerja yang harus diperbaiki di dalam SKPD yang bersangkutan, 
Sctelah rencana tindak disusun, maka semua unsur pimpinan dalam SKPO 
bertanggungiawab atas pelaksanaannya. 
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BUPATI SAMBAS, 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD dalam pelaksanaan 
Pengembangan Budaya Kerja, maka setiap Kepala SKPD diwajibkan 
menyampaikan laporan perkembangan penerapan budaya kerja di 
lingkungan SKPD masing-masing kepada Bupati minimal 6 buJan sekali 
(per semester) atau sewaktu-waktu diperlukan. 

2. Pelaporan. 


